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ABSTRAK

Didalam Pasal 480 jelas terlihat bahwa siapa saja yang melakukan .jual beli,
menyewakan, menukar, menerima gadai, menyimpan dan menyembunyikan suatu
benda hasil dari tindak kajahatan maka orang tersebut disebut penadah yang dapat

dihukum sesuai peraturan yang terdapat didalamnya. Pasal 480 mempunyai norma
dan sanksi hukum yang pasti terhadap pelakunya yaitu pidana penjara paling lama
empat tahun, selain itu juga norma kemasyarakatan akan langsung dapat diterima
yaitu pencapan nama baik dan disebut menjadi penjahat/criminal dilingkungan
masyarakat. Tindak pidana penadahan di daerah Lubuklinggau semakin menunjukan
peningkatan, sebab tingkat kejahatan atas pencurian di daerah Lubuklinggau pun
meningkat, sehingga membuat tingkat penadahan di daerah Lubuklinggau ini
semakin signifikan,Perumusan masalah yang timbul seperti bagaimana Penerapan
hukum pidana dalam Pasal 480 terhadap pelaku Penadahan Hasil Pencurian di tingkat
penyidik Polres Lubuklinggau dan apa kendala dalam Penegaran Hukum pidana
dalam Pasal 480 terhadap pelaku Penadahan Hasil Pencurian di tingkat penyidik
Polres Lubuklinggau.Metode penulisan secara yuridis empiris yaitu berupa
penelitian-penelitian hukum yang di kaitkan dengan keberlakuan hukum positifHasil
Pengamatan penulis Penerapan hukum pidana dalam Pasal 480 terhadap pelaku
Penadahan Hasil Pencurian di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau adalah Tindak
pidana penadahan dalam Pasal 480 KUHP dirumuskan sebagai berikut: “Diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam
puluh rupiah karena penadahan”’. dan kendala dalam Penegaran Hukum pidana dalam
Pasal 480 terhadap pelaku Penadahan Hasil Pencurian di tingkat penyidik Polres
Lubuklinggau dan penanggulangan diatas terdapat kendala dalam pelaksanaan yang
dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penadahan bagi pihak
kepolisian Lubuklinggau seperti Sampai sejauh manakah petugas terikat oleh
peraturan-peraturan yang ada, Sampai batas-batas manakah petugas diperkenankan
memberikan kebijaksanaan, Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh
petugas kepada masyarakat, Masyarakat kurang mendukung dalam mendukung dalam
pemberantasan pelaku penadahan, karena di lapangan ada sebagian masyarakat yang
cenderung melindungi pelaku penadahan yang ada diwilayahnya;

Kata Kunci : Kasus, Penadahan, Penerapan hukum, Peran masyarakat



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Tindak Pidana Di Polres Lubuklinggau.............c............ 7
Tabel 2 Jenis tindak Pidana yang terjadi Di Polsek...............ccoceeuaeen.. 70
Tabel 3 Rumusan Ancaman Pidana terhadap Para Pelaku Tindak Pidana didalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)...................... 76

Xi



UPT PERPLST AT
UNIVERSITAS 21 SAAN

S SRAgAYA

NO.DAFTAR: 120‘955’6\
TANGGAL 21 MAR 20

DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL.. c.ucoverreruereessssssssssessessasssssassssssssssssassssssassssssassssssasssssssnss i
HALAMAN PENGESAHAN......... ii
PERNYATAAN ASLI SKRIPSL... .cccccoesueruernsaasnscasssnssscsssssassssssanssassassnes iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN A
KATA PENGANTAR......cocccrnnnsncsussessensaessssassssssassssssssssssssesasssasssassanssasosass vi
ABSTRAK...... vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR ISI. ...... ix
BAB.I PENDAHULUAN
A:  Latar Belakang qu.issussonmsmsusmmammesssmpmpssmonsssss vapprvevanes 1
B. Beonnisti MASATAN. . ... omerisnsbonmesstismms i s G s s s 9
€. BT LR PRI, <. st o it Rk 10
D:  Tujuan Penelitian. s smmmms snessssommssssmssimes s 10
E. Manfaat Penelitian..........cccocueeirnerneinneeceeeeenceeeceee e 10
F.  Kerangka TeOori.....coccerirrueeniiriieieiniesteeeesae e e eraeeesssessneenneeneenes 11
B Meteds Penelitian.cmammassmonnnmims i s st 21
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penadahan
1. Definisi Tindak Pidana............cooeooeueiereeeeeecieeeeeeeeeee e, 26
2. Unsot-LIMSul TInAak PIAaNa. s imimisiospsississonssrsonts 30
3. Pengertian Tindak Pidana Penadahan...................o.ovovenioivenoo 32
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan ....................o.o.ooooooi.. 34

xii




B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana
1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana..........ccccocveeviniinincnnnene. 38
2. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana..........ccccoceececivinnnnnnnnnns 39

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum........coooueouemimmieinciiiiciiiinennenens 44

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum........cccoveemiiniiniiiniinninninnnne. 47
D. Tinjauan Tentang Penyidikan dan Penyelidikan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.........cccoooininiinvenncnnnncannans 5

2. Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan Pidana.......................... 58

BAB. III PEMBAHASAN
A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PASAL 480
TERHADAP PELAKU PENADAHAN HASIL PENCURIAN DI
TINGKAT PENYIDIK POLRES LUBUKLINGGAU .......... 65

1. Penegakan Hukum Pidana dalam Pasal 480 terhadap Pelaku
..................................................................................... 65

B. KENDALA DALAM PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM
PIDANA DALAM PASAL 480 TERHADAP PELAKU

PENADAHAN HASIL PENCURIAN DI POLRES
LUBUKLINGGAU

......................................................................... 83
BAB IV PENUTUP
Al KeSimpulan...............oooooiiieeee e 95
B S o T R R s D7
DAFTAR PUST AR cooveucormumussannissswomissnsisssis oot st e oo ses 98
LAMPIRAN

Xiii




BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota
masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu.
Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan
aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar
tidak terjadi kekacauan. Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat
wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan
antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat
menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri
maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih
dengan kondisi perekonomian negara yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya
kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena
kebutuhan hidup yang mendesak.

Segala perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akan
mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan manusia. Penyelewengan
terhadap ketentuan hukum biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu

kejahatan. Mengenai kejahatan sebagaimana dikatakan Bambang Waluyo bahwa:



“kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan

. e )1
dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas” .

Agar tidak terjadinya sebuah konflik maka diperlukan adanya serangkaian
petunjuk, pedoman atau yang memuat tentang bagaimana seseorang berinteraksi
dengan orang lain dalam masyarakat. Serangkaian petunjuk dan pedoman tersebut
merupakan suatu norma atau kaidah sosial ataupun peraturan. Mula-mula norma-
norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja. Namun kelama-lamaan norma-norma
tesebut dibuat secara sengaja.”

Norma-norma inilah yang pada akhirnya menjadi awal mula terbentuknya
hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan
manusia berdasarkan kesadaran dari manusia itu sendiri, sebagai gejala sosial yang
merupakan hasil dari pengukuran baik dan buruk tentang tingkah laku manusia
dalam pergaulan hidupnya.’> Atau hukum juga dapat diartikan sebagai rangkaian
peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat,
sedangkan salah satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan,
kebahagian, dan tata tertib di dalam masyarakat.' Dalam penentuan mengenai
perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana, di Indonesia menganut asas
legalitas (principle of legality) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana jika tidak ditentukan

Bampang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta,2004, him.3
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, him.199.

: Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.2.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di | j i
| na Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,

“w N -




terlebih dahulu dalam perundang—undangan.5 Dalam peraturan hukum di Indonesia
tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP :* Suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat
dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
ada”, dalam hukum pidana juga dikenal dengan istilah bahasa latin Nullum delictum
Nulla Poena Sine Praevia lage.S

Hukum pidana mempunyai objek penggarapan perbuatan melawan hukum
yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actie) maupun perbuatan melawan hukum
yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).

Menurut Wirjono Projodikoro suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-
norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan,
dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi
dengan suatu hukuman pidana.® Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak
pidana adalah sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid), tidak
ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.’

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu Strafbaar Feit, Strafbaar Feit terdiri dari kata Straf, Baar dan Feit.

Straf diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, Baar diterjemahkan sebagai dapat

: Moe.ljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, him.23.
) ,:An? ll-_llamzag, EUHP & KUHAP, Rineka Cipta, 2006, him.
oh. Hatta, Beberapa masalah Penegakan Hu 1 7 i
Yorakarts Vomyalato. S0 g kum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty
Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu
2003, him.1.
® Ibid.

di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,



atau boleh, dan Feit diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan
perbuatan. Sedangkan unsur-unsur dalam tindak pidana ada dua, yaitum:
1. Dari sudut teoretis
Unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu:
a. perbuatan;
b. yang dilarang (oleh aturan hukum);
c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Dari sudut Undang-Undang
Dalam KUHP rumusan tindak pidana ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:
a. unsur tingkah laku;
b. unsur melawan hukum;
c. unsur kesalahan;
d. unsur akibat konstitutif;,
e. unsur keadaan yang menyertai;
f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
i. unsur objek hukum tindak pidana;
j- unsur kualitas subjek hukum tindak pidana,

k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

10 : . :
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, him.79-82.




Dari unsur-unsur diatas, maka dapat diketahui cara merumuskan tindak

pidana, yaitu:

1. Cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana
a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana;
b. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan

mencantumkan ancaman pidana,
c. sekedar mencatumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur dan
mencantumkan ancaman pidana),

2. Dari sudut titik beratnya larangan, yang dapat dibedakan merumuskan dengan
cara formil (pada tindak pidana formil), dengan cara materiil (pada tindak pidana
materiil)''. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah
tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian,

pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus
kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan
terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana
penadahan. Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480
KUHP'?, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa

Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang

] 3 . .
' Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, him. 116.

2 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Rineka Cipta, 2006, him.190



berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka
asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah

mengetahui benar hal itu (asal-usul barang).

Diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan Tersangka atau
Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan
penetapannya, dalam hal dan menurut Acara yang diatur dalam Undang-Undang ini'>.
Dari pengertian tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan
penempatan Tersangka atau Terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh
dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dengan suatu penetapan dalam hal
serta dengan tata cara yang diatur dalam Pasal lain dalam KUHAP. Penahanan
tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang
khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut
dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum.

Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan asas yaitu disatu
pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang termasuk di
dalamnya hak-hak Tersangka, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk
menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan
Jjahat yang disangkakan kepada Tersangka atau Terdakwa.

Didalam Pasal 480 jelas terlihat bahwa siapa saja yang melakukan jual beli,

menyewakan, menukar,menerima gadai, menyimpan dan menyembunyikan suatu

* Kitab Hukum Acara pidana Pasal 1 ayat 21



benda hasil dari tindak kajahatan maka orang tersebut disebut penadah yang dapat
dihukum sesuai peraturan yang terdapat didalamnya. Pasal 480 mempunyai norma
dan sanksi hukum yang pasti terhadap pelakunya yaitu pidana penjara paling lama
empat tahun, selain itu juga norma kemasyarakatan akan langsung dapat diterima
yaitu pencapan nama baik dan disebut menjadi penjahat/criminal dilingkungan

masyarakat.

Tindak pidana penadahan di daerah Lubuklinggau semakin menunjukan
peningkatan, sebab tingkat kejahatan atas pencurian di daerah Lubuklinggau pun
meningkat, sehingga membuat tingkat penadahan di daerah Lubuklinggau ini

semakin signifikan, hal tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini :

Tabel 1
Jenis Tindak Pidana Di Polres Lubuklinggau
JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH
NO JENIS KASUS KASUS KASUS KASUS
2011 2012 2013
1 | Curas (Pencurian dengan kekerasan) 8 Kasus 8 Kasus 12 Kasus
2 | Curat (Pencurian denganPerampasan) | 25 Kasus | 32 Kasus | 23 Kasus
3 | Curanmor (Pencurian Motor) 23 Kasus | 37 Kasus | 25 Kasus
4 | Pengelapan 4 Kasus 7 Kasus 6 Kasus
5 | Penadahan 11 Kasus | 15 Kasus | 25 Kasus
6 | Penipuan 3 Kasus 2 Kasus 2 Kasus
7 | Narkoba 2 Kasus 5 Kasus 2 Kasus
8 | Pembunuhan 3 Kasus 1 Kasus 3 Kasus
9 Penganiayaan 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus
10 | Penipuan 2 Kasus 1 Kasus 2 Kasus
11 | Perkosaan 3 Kasus 2 Kasus 3 Kasus

Sumber Data Polresta Lubuklinggau Tahun 2012




Dari data di atas jelas bahwa tindak pidana penadahan dari tahun 2011 sampai
2013 mengalami peningkatan, dari jumlah tersebut juga tidak seluruhnya terungkap
dan pelakunya diberi hukuman karena tidak ada bukti yang jelas. Dari Tahun 2011
sampai 2013 terdapat hanya 14 kasus yang terungkap dan telah dimasukan berkasnya

secara lengkap di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.M

Sebagai contoh sesuai dengan putusan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau
No.B.440/N.6.16/Epp.1/01/2013 tanggal 30 Januari 2013 atas hasil penyelidikan
pihak kejaksaan negeri terhadap tersangka Sapri Als Saprol Bin Alimin yang
disangka melanggar Pasal 480 ayat ke-1 KUHPidana dan Pasal 139 KUHAP.
Tersangka Sapri Abs Saprol Bin Alimin telah melanggar Pasal 480 ayat Ke-1 KUHP
berbunyi :”Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima
hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar,
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau mnyembunyikan sesuatu benda, yang
diketahui atau sepatuhnya harus diduga bahawa diperoleh dari kejahatan pendahan”
serta Pasal 139 KUHAP berbunyi “setelah penuntut umum menerima atau menerima
kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah
berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan

ke pengadilan.'

14 °

Data awal dari Bapak Annuriman, S, selaku anggota reskri i

Nove[nlts)er %% gg im Polres Lubuklinggau, Tgl 10

Putusan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau No.B.440/N.6.16/E i

: Ks3 g : .B. .6. pp-1/01/2013 tanggal 30 Januari

2013 atas hasil penyelidikan pihak kejaksaan negeri terhadap tersangka Sapri Als Saprol Bin Alimin
yang disangka melanggar Pasal 480 ayat ke-1 KUHPidana dan Pasal 139 KUHAP



Selain itu dalam Putusan Nomor.441//N.6.16/Epp.1/01/2013 tanggal 30
Januari 2013 atas hasil penyelidikan pihak kejaksaan negeri terhadap tersangka Rudi
Darmawan Bin Abdul Hamid Als Bandot yang disangka melanggar Pasal 480 KUHP
Ke-1, Pasal 8 Ayat (3) b, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP. Pasal 138 ayat
(1) berbunyi “ (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik
segera memperlajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib
memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyelidikan itu sudah lengkap atau

belum.'®

Didalam Pasal 480 KUHP disebutkan bahwa “dalam setiap tindak pidana
selalu ada unsur’sifat melawan hukum” dari perbuataan yang dituduhkan walaupun
dalam rumusan delik tidak selalu diterahkan unsure tersebut”'’ Semua hal yang
dilakukan seseorang untuk membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat
dihukum, karena penadahan merupakan suatu kejahatan, asalkan saja pembeli
mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibeli itu berasal dari

kajahatan, dalam hal ini adalah penadahan.'®

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah
tindak pidana penadahan dengan mengambil judul "UPAYA PENEGAKAN

HUKUM PIDANA PASAL 480 KUHP TERHADAP PELAKU PENADAHAN

' Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2006,hlm.286.

17 .
Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHAP, Rajawali P 99.
ot Fila S ] 1 Press, Jakarta, 1994, him.299.
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HASIL PENCURIAN DI TINGKAT PENYIDIK POLRES

LUBUKLINGGAU”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka
yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Penerapan hukum pidana Pasal 480 terhadap pelaku Penadahan
Hasil Pencurian di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau?
2. Apa kendala dalam Penegaran Hukum pidana Pasal 480 terhadap pelaku

Penadahan Hasil Pencurian di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul dan pembahasan yang akan dijelaskan Penulis, dalam hal
ini penulis menitikberatkan pembahasan sejauh mana penegakan hukum pidana
dalam Pasal 480 terhadap pelaku Penadahan di daerah hukum Polres Lubuklinggau
dan kendala dalam Penerapan sanksi pidana dalam Pasal 480 terhadap pelaku
Penadahan di Polres Lubuklinggau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP, serta penerapan-penerapan hukum
pidana dan hukum yang secara khusus mengatur seputar tindak pidana dan penerapan

sanksi pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
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D. Tujuan Penelitian
Dari skripsi yang berjudul Upaya penegakan hukum Pidana Dalam Pasal
480 KUHP Terhadap Pelaku Penadahan di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau
ini bertujuan untuk menggambarkan:
1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana dalam Pasal 480 KUHP
terhadap pelaku Penadahan di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau;
2. Untuk mengetahui kendala Penerapan sanksi pidana dalam Pasal 480 KUHP

terhadap pelaku Penadahan di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau.

E. Manfaat penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi praktis
maupun teoritis yaitu:
a. Manfaat Teoritis:
Bagi pribadi penulis akan sangat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
mengenai permasalahan seputar Penegakan hukum pidana dalam Pasal 480
KUHP terhadap pelaku Penadahan di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau
b. Manfaat Praktis:
Sebagai bahan Rujukan bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengambil
dalam penegakan hukum pidana dalam Pasal 480 KUHP terhadap pelaku
Penadahan di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau sehingga tingkat

kejahatan yang berhubungan dengan penadahan di wilayah hukum Polres

Lubuklinggau semakin menurun.
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F. Kerangkan Teori

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata Policy
biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahan yang
mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan
bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Thomas Dye mengatakan
kebijakan sebagai pilihan pemerintahan untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu (whatever government chooses to do or not to do)."”

Usaha atau upaya kebijakan penanggulangan tidak dapat dilepaskan dari
kebijakan lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari
kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan
kebijakan/upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy).?

Kebijakan kriminal terebut harus ditempuh dengan pendekatan yang
integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Beberapa pakar
hukum pidana menyatakan bahwa dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal
dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan

- Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (masalah
kriminalitas)

- Sanksi apa yang seyogyanya dikenakan kepada sipelanggar.

19 5 %
Barda Nawawi Arief, B j jj ; : :
2002, him.47 ef, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana., Citra Aditya. Bandung,

2 Ibid
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1. Kebijakan dengan sarana penal- Undang-Undang- formulasi

Kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan seperti pramentaris/
simplistis/ tidak struktural fungsional, simptomatik/tidak kausatif/tidak oriented,
lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan
biaya tinggi. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ini perlu ditempuh
melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap formulasi/legeslatif
2. Tahap aplikasi/yudikatif
3. Tahap eksekusi/pelaksanaan pidana®'

Ketiga tahap ini dapat juga disebut sebagai satu kesatuan sistem dalam
pencegahan dan penanggulangan kejahatan, maksud tahap-tahap tersebut diatas,
tidak dapat dilihat bahwa yang satu lebih strategis dari tahapan yang lain
(dikhotomi).

Dalam hukum pidana ada banyak teori-teori mengenai tujuan pemidanaan.
Setiap teori mempunyai tujuan atau sasaran yang berbeda-beda.Tujuan atau
sasaran tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial yang dianut atau

dijadikan sebagai pandangan oleh para sarjana yang mengemukakan teori

tentang tujuan pemidanaan tersebut.

21 s A
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebij j
; ) akan Hukum P
Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group, 2008, him. 47 Y m Pidana dalam
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Dalam perkembangan mengenai teori pemidanaan ada berbagai macam
pendapat mengenai teori pemidanaan yang dapat dikelompokkan kedalam tiga
golongan yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien)
2. Teori relative atau teori tujuan (doel theorien)
3. Teori gabungan (vernegings theorien)

Teori pertama (absolute) muncul pada akhir abad ke 18, yang dianut
antara lain oleh: Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak. Teori
pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis,
bahwa dasar pemidanaan itu adalah karena terjadi kejahatan, sehingga kejahatan
itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana.
Adapun tujuan pemidanaan adalah membalas siapa yang melakukan kejahatan.

Dasar pemikiran dari teori ini adalah pembalasan sebagaimana
dikemukakan oleh Adami Chazawi bahwa pelaku tindak pidana harus diberikan
pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang
dilakukannya®. Jadi dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa: penjatuhan
pidana pada dasarnya penderitaan terhadap pelaku tindak pidana dibenarkan

oleh teori ini karena para pelaku tindak pidana telah membuat penderitaan

terhadap orang lain.

" 15272 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
m. >
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Yang dimaksud teori kedua, teori relatif (feori tujuan) menyatakan
bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam
masyarakat. Berarti pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu
kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

Yang dimaksud teori ketiga (teori gabungan) merupakan gabungan
antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori gabungan ini di bedakan
menjadi®:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pada pembalasan
Pompe berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan
pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib
hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari
kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dibenarkan apabila
bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

2. Teori gabungan yang mengutamakan pada pertahanan tata tertib

masyarakat.

2.Sarana Non Penal -diluar Undang-Undang
Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lebih menitik
beratkan pada sifat repressive atau penindasan/pemberantasan/penumpasan

terhadap kejahatan yang sudah terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik

3 Ibid, him.167
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beratkan pada sifat preventive atau pencegahan/penangkalan/pengendalian
sebelum kejahatan terjadi.24

Menurut Sudarto tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat
sebagai tindakan prefentif dalam arti luas.”® Mengigat upaya penanggulangan
kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk
terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menagani faktor-faktor
kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku
dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan
hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan
sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam
setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri
pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau
menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya
diartikan sebagai upaya aparatur untuk menegakan hukum tertentu dalam

ketentuan untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila

24 5 . .
” ?;?rto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, him.118
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diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan

kekuasaan.

Menurut pendapat Nigel Walker yang dikutip oleh Muladi dan Barda

Nawawi Areif dalam bukunya Teori-Teori dan Kebijakan Pidana menyebutkan

para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan,

yaitu :

1.

Penganut teori retributif yang mumio (The pure retributivist) yang

berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan

si pembuat.

Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat

pula dibagi dalam :

a.

Penganut teori retributif yang terbatas (the limiting retributivist)
yang berpendapat :

Pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja
tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan kesalahan terdakwa.
Penganut teori retributif yang distributif (Retribution in
distribution), disingkat dengan sebutan teori “distributive” yang
berpendapat : Pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak
bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cock/sepadan dan dibatasi

oleh kesalahan prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” di hormati,
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tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal
“strict liability”*®
Menurut buku Barda Nawawi Areif dalam bukunya Reformasi sistem
peradilan (sistem penegakan hukum di Indonesia), teori penegakan hukum ini
dibedakan menjadi tiga teori’’,yaitu :
1. Teori Formulasi
Aliran ini mengangap sebagai dasar hukum dari pidana adalah
peraturan perundang-Undang yang berlaku. Ide pokok teori ini
menyatakan bahwa pada dasarnya penegakan hukum merupakan
perumusan dalam pencerminan tegaknya hukum di indonesia.
2. Teori Aplikasi
Teori aplikasi memandang bahwa penegakan hukum bukan sebagai
tegasnya hukum, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat
untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.?®
3. Teori Eksekusi
Teori ini merupakan jalan tengah dari teori-teori sebelumnya. Menurut
teori ini pidana tetap bertujuan untuk melakukan pemberian sanksi dalam
penegakan hukum terhadap kejahatan yang berlaku guna menegaskan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat tersebut.

26 H
Muladi dan Barda Nawawi Areif, Teori-Teori dan Kebijakan Pi i i
5 dugg’ ot i 15 ebijakan Pidana, Penerbit Alumni,

Barda Nawawi Areif, Reformai sistem peradilan (sist j j
Penerbit Alumni, Bandung, 1984, him.12. . (R gk i o

28 Ibid.,, him.41.
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Pollegrino Rossi, sebagai penganut teori ini mengatakan bahwa pidana
akan menimbulkan berbagai akibat, yang harus diusahakan supaya
tercapai. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak melupakan, bahwa ia
mengangap pembalasan sebagai dasar pidana dan berpendapat, bahwa
beratnya pidana tidak boleh melebihi pembalasan yang adil.?

Menurut Pendapat Johannes Andenaes yang dikutip oleh Muladi dan
Barda Nawawi Areif dalam bukunya Teori-Teori dan Kebijakan Pidana
mengemukakan bahwa retribution atau atonement (penebusan) tidak sama
dengan “revenge” (Pembalasan dendam). “Revenge” merupakan pembalasan
berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagaian para korban atau
orang-orang lain yang simpati kepadanya; sedangkan retribution atau
atonement tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari
para koraban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.>

Tipe retributif yang proporsionality mendapatkan dukungan dari pendapat
Van Bammelen yang mengatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini,
pemenuhan keinginan akan pembalasan (tegemoetkoming aan de
vergeldingsbehoefie) tetap hal yang penting sekali dalam penerapan hukum
pidana agar tidak terjadi “Main Hakim sendiri® (vermijding van eigenrichting).

Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi harus dibatasi

dalam batas-batas yang paling sempit. Selain itu, berat sanksi tidak boleh

;‘;Van Bemelem , Hukum Pidana I, Binacipta, 1984, him.29.
Ibid, him.14.
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melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi
umum sekalipun.“

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan suatu pembalasan atas
kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat
untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini
muncullah teori pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik si pelaku
maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. 32

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Wiryono Prodjodikoro
bahwa pencegahan kejahatan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:3 3

Kesatu pencegahan umum (general preventive) tujuannya adalah agar
setiap orang tidak melakukan kejahatan. Pada prinsipnya general preventive
dapat terjadi dengan empat cara :

1. Dengan jalan menakut-nakuti orang yang mempunyai potensi untuk
melakukan kejahatan;

2. Dengan jalan menormalkan bahwa adalah salah jika kelakuan-kelakuan
yang dimaksud dalam pengumuman sampai dilakukan;

3. Dengan jalan pembalasan secara empiris;

4. Dengan jalan membuat tidak munculnya kejahatan, misalnya dengan

Jalan menahan pemimpin-pemimpin kelompok penjahat.

31 -
M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, O, it. hl
2Ibid, him.41. > Op.cit, him.39.

33 /e T .
Wiryono Prodjodikoro, Tindak pidana Tertentu, Jakarta, 2004, him.19-20.
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Kedua Pencegahan khusus (Speciale preventive) bertujuan agar orang
yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi pada masa-masa
yang akan datang, untuk mencapai tujuan preventif ini dengan cara
mengunakan peraturan atau Undang-undang.

1. Perbaikan yuridis; mengenai sikap penjahat dalam hal menaati hukum
dan undang-undang.

2. Perbaikan intelaktual; mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insaf
akan jeleknya kejahatan.

3. Perbaikan moral; mengenai rasa kesusilaan penjahat agar ia menjadi

orang yang bermoral tinggi.

Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang
°

timbul dalam gejala yang bersangkutan.>*

1.

Jenis Penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian
deskriptif analitis, yaitu penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut

*Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul- Press, Jakarta, 1986, him.43.
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apa adanya pada saat penelitian di lakukan yang berorientasi pada pemecahan
masalah, dan dengan pendekatan secara yuridis empiris yaitu berupa penelitian-
penelitian hukum yang di kaitkan dengan keberlakuan hukum positif. Pengaruh
berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dan pengaruh faktor-
faktor non-hukum terhadap berlakunya hukum positif.**

2. Bahan Hukum.

Kerangka acuan untuk melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum
dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tertier.

Data primer tersebut berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
a Bahan Hukum Primer®’
Data primer yaitu data yang di peroleh dari lapangan (field research)
dengan melakukan wawancara terhadap bapak Soeripto S selaku kepala
reskrim Polres Lubuklinggau dan Bapak Annuriman S anggota Reskrim
Polres Lubuklinggau dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur yaitu

melakukan wawancara di wilayah hukum Polres Lubuklinggau..

b Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi:

- % Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,
m.6.

% Soerjono Soekanto dan Sri Mam
Persada, 2009, him.13.

37 : "
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinj ;
Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, him.13-14. Lok Vauan Singhat,

uji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo
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1) Buku-buku Literatur;
2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah;
3) Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan
relevan dengan objek kajian penelitian.
¢ Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
meliputi:
1) Koran, majalah, jurnal ilmiah;
2) Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.*®
Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian dilakukan di Polres Lubuklinggau sebagai dasar utama
pencarian data yang bersifat primer atau studi lapangan.
Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pihak-pihak yang
memiliki pengetahuan, kewenangan, dan keterkaitan dalam masalah Analisis

Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana penadahan

Hasil Pencurian berdasarkan Pasal 480 KUHP, yaitu Pihak Polres

Lubuklinggau.

** Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji ,/bid, him.13.
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2. Sampel

Adapun teknik pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan non-random sampling yaitu tidak setiap unit atau manusia
mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sample.® Penelitian
dilakukan dengan cara wawancana dengan Bapak Annurman S, BA Min
Reskrim Polrek Lubuklinggau Barat dan pihak pelaku penadahan serta
Informan penelitian ini ditentukan secara purposive (bertujuan),40 yaitu
pihak-pihak yang berdasarkan kewenangan, jabatan, pengetahuannya pernah
terlibat langsung dengan masalah yang diteliti yakni mengenai penegakan
hukum Pidana Dalam Pasal 480 KUHP Terhadap Pelaku Penadahan Hasil
Pencurian Di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau.

Wawancara dilakukan dengan mengambil sampel penelitian seperti
dibawabh ini:

1. Ka Reskrim Polres Lubuklinggau Barat;

2. Anggota Reskrim Polres Lubuklinggau Barat;

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi

kepustakaan, berupa data sekunder baik berupa bahan hukum primer,

sekunder dan tersier.

:Z Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cetakan Ketiga, /bid, him.103.
1bid., him.106.
Dalam purposive sampling, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu

yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat i
di ketahui sebelumnya. s “if3t populesi yang sudah
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5.1. Analisis data

Bahan yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan pengolahan data dengan
membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat
catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Bahan yang dikumpulkan
melalui akses elektronik/internet juga dicatat situs-situs yang mendukung dan
tanggal pengaksesan. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah
dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini
dilakukan agar akurasi bahan dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki
dengan cara melihat kembali ke sumber bahan.

Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan,selanjutnya akan dilakukan
analisis secara deskriptif kualitatif*' yaitu menguraikan data secara bermutu dalam
bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif
sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

5.2. Penarikan Kesimpulan
Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir

dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang

bersifat khusus.*?

“! Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitia, i
mad, n Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 20
“2 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian limu Hukum, Bandu%l‘g, Mandar Matjyu. 2008thmogshlm 127
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